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ABSTRAK

Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi
dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat
pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya
kesempatan kerja yang disediakan. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi
antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak dominan. Kondisi perekonomian yang
kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak
lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja
secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang
memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batasnegara,
informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan
mobilitas tenaga kerja secara internasional. Dan yang menjadi tujuan dari sebagian besar
para tenaga kerja Indonesia adalah Saudi Arabia. Sebagai negara yang maju dan penerima
tenaga kerja asal Indonesia, tidak serta merta juga di dukung dengan kemajuan
perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Walau pada akhirnya
Saudi Arabia di wakili dari Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Peraturan
Perundang-undangan Tenaga Kerja.

Jenis metode penelitian adalah penelitian telaah pustaka librabry research, Segala
usaha dilakukan oleh peneliti untuk mendapat informasi yang relevan, informasi itu
diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, peraturan-
peraturan, ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lain.
pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis. Serta didukung dengan keterlibatan
langsung dari penyusun selama 3 tahun tinggal di lapangan. Penyusun membandingkan
konsep perlindungan hukum terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia
dan Hukum Saudi Arabia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan,
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar
Negeri, serta Dekrit Raja No. (A/91) Basic Law of Governance dan dalam Perundangan
Perburuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Saudi Arabia No. M/51.
Merupakan sebagai bentuk jaminan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia
memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Persamaan
konsep perlindungan hukum terhadap TKI antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia
sama-sama sudah jelas tertera dalam peraturan perundang-undangan dari kedua negara.
Perbedaan dari konsep perlindungan hukum tehadap TKI terletak dalam proses
penanganan/lapangan. Selain dasar hukum yang berbeda juga menyebabkan sulitnya TKI
mendapatkan perlindungan hukum secara pasti untuk setiap kasus yang dialami. Saudi
Arabia menggunakan Hukum Islam atau Hukum Syariah sebagai dasar hukum sehingga
aturan-aturan yang ditetapkan berbeda, sehingga penanganan dalam proses perlindungan
hukum terhadap TKI masih lemah.
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MOTTO

Cpall iy | pa Al 3 (g
Barang siapa dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah
akan memberinya kefahaman di bidang agama(figh).
Bidayah al-Mujtahid
Ol Lelaads e bl # Ay W) aladl Jls ) A
ey Jsha g sl AL ) g # Aaly g Mglial 5 (a5 £ 183

Saudaraku. ketahuilah, bahwa ilmu tidak akan pernah diperoleh
kecuali dengan 6 perkara, yaitu. kecerdasan akal, ketamakan,
bersungguh-sungguh, biaya yang cukup, petunjuk guru dan

lamanya waktu.
Bughyah al-Musytarsyidin

Dalam hidup ingatlah untuk selalu berusaha dan berdo’a, dengan
sabar, menerima, dan ikhlas. Karena hidup adalah pelajaran
tentang kerendahan hati, selama ada keyakinan semua menjadi

mungkin.

Badruzzaman
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor:

158/1987 dan

0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

) Alif | tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

- Ba’ b be

& Ta: t te

& S_a § es (dengan titik di atas)
z ij j je

c i h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha kh ka dan ha

3 D?I d de

3 Za, 7 Zet (dengan titik di atas)
J . r er

J z_au Z zet
o sin s es
S syin sy es dan ye
e sad s es (dengan titik di bawah)
oA dad d de (dengan titik di bawah)
5 ta, t te (dengan titik di bawah)
5 ‘Z? z zet (dengan titik di bawah)
& am ‘ koma terbalik di atas

: gain g ge
o fa’ f ef

3 Gaf q ai

& kaf K ka

J lam I el
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a mim m ‘em
o nun n en
3 wawu w w
-2 ha’ h ha
s hamzah ’ apostrof
] ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
KA Ditulis Muta‘addida
sic Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis “h”
FIAN Ditulis Hikmah
e Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

BN PSS Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

).LAS\ 385 Ditulis Zakah al-fitri
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D. Vokal Pendek

_/_ Fathah Ditulis A
Uad Ditulis fa’ala
__ Kasrah D!tuI!s I
o8 Ditulis zukira
A Ditulis u
LAk dammah Ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif Ditulis A
ials Ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya’ mati Ditulis a
s Ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati Ditulis i
NPLS Ditulis karim
4 dammah + wawu mati Ditulis a
U5 Ditulis furad
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati Ditulis Ai
RS Ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati Ditulis au
J5 Ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
?_‘_,n Ditulis a’antum
&l Ditulis u‘iddat
BANEW Ditulis la’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

&yl

g

=

Ditulis

Ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

AN
el

Ditulis
Ditulis

as-Sama’

asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ORI

Ditulis
Ditulis

Zawi al-furdd
ahl as-sunnah
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka
ragam. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia
dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya
sendiri ataupun bekerja pada orang lain, karena manusia sendiri selain
makhluk individu juga makhluk sosial, yang memiliki kebutuhan untuk
berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal itu dilandaskan kepada ayat Al-

Qur’an, yaitu:
Sl e Oses g aalls (s als s el o) ageiany ciliagall 5 () sia5all 5
A ) A s s Gl 5T Al gus g ) g saiday 5 SIS (5 g 33lal) ) saiy g
LaSa e
Kebutuhan yang beraneka ragam menjadikan manusia dituntut
untuk bisa bertahan mencukupi kebutuhan, salah satunya dengan bekerja
atau menjadi tenaga kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja
(manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang
sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti

sekolah dan mengurus rumah tangga.

' At-Taubah (9): 71.

2 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Asdi
Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001), him. 3.



Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau
jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk
masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.’

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang
No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.* Apabila masing—masing
pihak menjalankan perjanjian kerja dengan baik sesuai dengan
kesepakatan bersama, maka hubungan antara pekerja dan pengusaha akan
berjalan dengan seimbang.

Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata
kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup
melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah
pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan
kerja yang disediakan.

Pada sisi lain seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo,
bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih
bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang

berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat

3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan,

(Bandung: PT Citra Umbara, 2003), him. 3.

* UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat
yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami
akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus
andalan untuk menyelesaikan permasalahan,® sehingga mobilitas tenaga
kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja hal ini bisa
dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat berada di perkotaan
dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih memadai sehingga
lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga kerja telah melintas antar
negara. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara,
namun faktor ekonomi tetap tampak dominan.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya
sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih
menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas
tenaga kerja secara internasional.

Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang
memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas
batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan
transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara
internasional.®

Aspek hukum  ketenagakerjaan harus selaras dengan

perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat,

5 Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam
Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Jurnal Hukum, NO. 7 VVol. 4 Tahun 1997, him. 2.

® Aris Ananta, Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal, Pusat
Penelitian Kependudukan UGM, 1996, him. 245.



sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi
hubungan kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan
hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian
tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (during
employment), tetapi setelah hubungan kerja (postemployment). Konsepsi
ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat
hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut
atau belum.

Kaitannya dengan hal ini, Lalu Husni mengemukakan sebagai
berikut:’

“Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja
adalah bidang hukum yang berkenaan dengan Kkegiatan
mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki
keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk
upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh
tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan.”

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar
negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang
dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja
Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar
negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase

tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama

penempatan dan purna penempatan.

” Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2000), him. 54.



Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar
negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada
konsideran menimbang huruf ¢, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja
Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia,
termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-
wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan
lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib
menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik
di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak,
demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti
diskriminasi dan anti perdagangan manusia.

Penanganan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan
permasalahan TKI di Saudi Arabia terdiri dari tiga periode yaitu pada
saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat
kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan tindakan atau upaya
khusus bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan TKI
karena pada setiap periode memiliki karakteristik tersendiri.

Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan pada
saat para TKI bekerja di Arab Saudi karena menurut Dekrit Kerajaan No.
M/51 tahun 2005 bagian VI yang merupakan dasar hukum
ketenagakerjaan Saudi Arabia. Hukum perburuhan berdasarkan Dekrit

Kerajaan No. M/51 tanggal 27 September 2005 menyebutkan adanya



jaminan perlindungan untuk setiap tenaga kerja seperti perlindungan atas
batas jam Kerja, larangan pemotongan upah, penentuan hari libur ataupun
mekanisme penyelesaian permasalahan.

Berdasarkan data dari BNP2TKI, Saudi Arabia menempati
posisi pertama sebagai negara yang menerima TKI sejak tahun 2006
hingga tahun 2011. Meskipun demikian, Saudi Arabia juga menempati
posisi pertama sebagai Negara dengan tingkat pengaduan TKI yang
tinggi.® KJRI Jeddah mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Saudi
Avrabia pada tahun 2010 sebanyak 1.546 kasus.® Kasus yang terjadi tidak
hanya kekerasan fisik, tetapi juga seperti kekerasan seksual, uang gaji
yang bermasalah, overstayer, putusnya komunikasi dengan keluarga,
tidak mendapatkan cuti ataupun libur, tidak diberikan akses kesehatan,
kasus pembunuhan, dan berbagai kasus lainnya. Bahkan di Saudi Arabia,
tidak jarang TKI dijatuhi hukuman mati dengan berbagai alasan dan ini
mengancam hak hidup TKI, seperti Yanti Iriyanti pada 12 Februari 2008
dan Ruyati pada 18 Juni 2011.

Migrant Care menyatakan bahwa untuk tahun 2013 terdapat 42
kasus hukuman mati untuk TKI di Saudi Arabia, dimana 9 kasus

diantaranya mendapatkan vonis tetap hukuman mati dan 33 kasus lainnya

8 Suprayogi, A 2013, “Malaysia dan Arab Saudi”, Negara Kasus TKI Tertinggi, diakses
pada 20 Oktober 2014, (http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-
negarakasus-btki-tertinggi).

® BNP2TKI 2011, “Turun, Penyelesaian Kasus TKI di Arab Saudi”, diakses pada 21
Oktober 2014, (http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3953-turun-penyelesaian-kasus-
tki-diarab saudi.html).



http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-negarakasus-btki-tertinggi
http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-negarakasus-btki-tertinggi
http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3953-turun-penyelesaian-kasus-tki-diarab
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masih dalam proses.’® Permasalahan TKI di luar negeri sudah terjadi
selama bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi nyata agar
hak dari para TKI di luar negeri dapat dijamin. Perlakuan yang
melanggar hak asasi manusia ini pada umumnya terjadi pada TKI yang
bekerja di sektor informal, yang pada umumnya bekerja sebagai Penata
Laksana Rumah Tangga (PLRT), supir, tukang kebun, pramuniaga, dan
sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan keahlian yang
dimiliki, minimnya kemampuan bahasa untuk berkomunikasi, serta tidak
pahamnya terhadap aturan dan budaya di Saudi Arabia sering menjadi
kendala yang sangat besar bagi para TKI. Tidak hanya itu saja,
pengiriman TKI secara tidak resmi ini menjadi salah satu pendorong
perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, di mana pada umumnya
ketidak lengkapan dokumen yang sering menjadi masalah di kemudian
hari.

Permasalahan lain yang harus dihadapi oleh TKI yakni dalam
hal ini yakni TKI yang bekerja di Saudi Arabia adalah penerapan sistem
Kafala di negara tersebut. Dengan sistem ini, para TKI terikat dengan
ketentuan dari majikan yang memperkerjakan mereka. Sistem ini juga
memperbolehkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia

TKI di Saudi Arabia.

diakses

% Gunawan, R 2013, “Migrant Care: 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri”,
pada 20 Oktober 2014, (http://news.liputan6.com/read/786508/migrant-care-256-

tkiterancam-hukuman-mati-di-luar-negeri).



Indonesia dalam upaya perlindungan TKI. Pembentukan
BNP2TKI merupakan sebuah langkah nyata dalam usaha perlindungan
TKI yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi TKI. Tetapi
ini juga belum cukup untuk mereduksi tindak kekerasan dan
ketidakadilan yang dialami oleh TKI. Melihat tanggung jawab
pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak-hak TKI di
Saudi Arabia, maka diplomasi menjadi salah satu cara mencapainya.
Tentunya dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia
tidak tinggal diam dan telah ada upaya diplomasi yang dilakukan untuk
melindungi TKI yang mengalami ketidakadilan di Saudi Arabia.

Khusus untuk hak-hak tenaga kerja yang penting adalah
memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan
martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri
dan memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan
kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke tempat asal.

Untuk memperkecil problema yang dihadapi para tenaga kerja
di luar negeri serta melindungi harkat dan martabat tenaga kerja tersebut
maka pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar
negeri dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 merupakan jalan

keluar.



Berdasarkan realitas gambaran di atas, penulis ingin mengkaji
dan melakukan analisis perbandingan konsep Perlindungan Hukum
terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia dan Hukum

Saudi Arabia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perumusan permasalahan
yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum Indonesia
dan hukum Saudi Arabia?

2. Apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum
terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum

Indonesia dan hukum Saudi Arabia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menggambarkan konsep perlindungan hukum
terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum

Indonesia dan hukum Saudi Arabia.
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b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep
perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi

Arabia menurut hukum Indonesia dan hukum Saudi Arabia.

2. Kegunaaan Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara

teoritis dan praktis.

a. Secara Teoretis
Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah
perbendaharaan pengetahuan tentang sistem perlindungan hukum tenaga
kerja Indonesia di luar negeri yaitu yang terkait pada khususnya hukum

ketenagakerjaan di Indonesia dan Saudi Arabia.

b. Secara Praktis
1) Bagi Pemerintah
Memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengutamakan
keterampilan kepada pekerja yang masuk ke negara lain untuk bekerja,
sehingga terwujud pekerja yang sesuai bakat, minat, dan kemampuan.
Penelitian ini juga diharapkan pula menjadi bahan masukan dalam upaya

menyempurnakan sistem dan infrastruktur penempatan tenaga kerja yang
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akan keluar negeri berdasarkan kuantitas maupun kualitas sesuai dengan
kebutuhan maupun kemampuan negara pengirim serta negara penerima.
2) Bagi Masyarakat
Berguna bagi masyarakat untuk dapat memberikan gambaran
dan informasi yang jelas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi

tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat penting untuk
diungkapkan, karena dapat dipakai sebagai bahan informasi dan bahan
acuan yang sangat berguna terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih
relevan terhadap topik yang akan diteliti.

Khoirul Umam dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 UU RI No 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Penelitian ini menelaah
perlindungan tenaga kerja perempuan dengan menggunakan tinjauan

hukum Islam. Tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pada tenaga
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kerja wanita di dalam negeri secara umum dan belum menyinggung
mengenai perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri.™

Penelitian yang ditulis oleh lhsan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No 39
tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri).Penelitian ini secara tematis membahas
tentang analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan tenaga Kerja
Indonesia secara umum yang berada di Luar Negeri, tetapi sebenarnya
titik bahasan penelitian ini hanya pada koreksi terhadap kontrak kerjanya
yang dipandang sebagai ljarah.Hanya saja penelitia tersebut berhenti
pada upaya peninjauan sepihak dalam kontrak kerja tersebut tanpa
mencari konsep idealnya yang masih umum.*?

Siti Lutfiati Rohimah, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga
KErja Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Positi dan Hukum
Islam.Skripsi ini bersifat deskriptif, yang oleh penyusun menggambarkan
data dan fakta terkait topic penelitian, yaitu mengenai perlindungan
hukum terhadap TKI di luar negeri menurut UU PPTKILN dengan

hukum Islam.*3

1 Khoirul Umam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja
Perempuan (Studi Pasal 187 UU RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, Skripsi,
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

12 |hsan, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tinjauan Hukum Islam
terhadap UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri)”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

 Siti Lutfiati Rohimah, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri menurut Hukum positif dan Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2012.
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Ada beberapa perbedaan yang peneliti temukan antara hasil
pemelitian terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti
menganggap perlu mengadakan penelitian lebih lanjut yang khusus dan
fokus dalam pembahasan analisa perlindungan tenaga kerja Indonesia di
Saudi Arabia menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum
Ketenagakerjaan Saudi Arabia. Yang menjadi perbedaan yaitu pertama,
pengkajian yang dilakukan adalah komparasi antara dua hukum yang
berbeda dan penulis mencoba menarik titik temu.Kedua, penelitian ini
merupakan upaya mencari konsep perlindungan yang lebih ideal antara
dua hukum tersebut.Dan ketiga, penelitian ini secara khusus menelaah

tentang tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia.

E. Kerangka Teoretik

Avristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon,
makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota
masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.**
Sebagai makhluk sosial, maka disadari atau tidak manusia selalu
melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum
(rechtsbetrekkingen).

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai perbuatan
manusia yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk

menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

4 Soeroso, Pengantar llmu Hukum, cet. V111 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 49.



14

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, seperti perbuatan
surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli,
perjanjian kerja dan lain sebagainya.

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai
hubungan dua atau lebiih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas
ikatan antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang
satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini, dak dan
kewajiban pihak yang satu terhadap dengan hak dan kewajiban pihak
yang lain.”

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban timbul
karena yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban
timbul karean adanya peristiwa hukum. Menurut van Apeldorn,
sebagaimana dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa,*® peristiwa hukum
adalah peristiwva yang berdasarkan hukum menimbulkan atau
menghapuskan hak. Berdasarkan peristiwa hukum, maka hubungan
hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekkingen),
di sini hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234

KUHPerdata), sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.

15 1bid., him. 269.

% 1bid., hlm. 251.
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b. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen),
yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan
kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-
masing berwenang atau berhak untuk meminta sesuatu dari pihak
lain. Sebaliknya, masing-masing pihak juga berkewajiban member
sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara
pengusaha dengan pekerja atau buruh.

¢. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum
lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (eigendomrecht).

Logemann sebagaiman dikutip Soeroso berpendapat,’’ bahwa
dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenangatau berhak
meminta prestasi yang disebut dengan “prestatie subject” dan pihak yang
wajib melakukan prestasi yang disebut “plicht subject”. Dengan
demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kekuasaan
atau wewenang atau hak (bevoegdheid) dan kewajiban (plicht).

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum

dinamakan dengan “hak”, yaitu kekuasaan atau kewenangan untuk

berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban.
Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai
hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau

berlawanan. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka tampil

7 1bid., him. 270.



16

hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang

kemudian dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan
dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan
oleh hukum., ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-
kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang
perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu
hukum, “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif
merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh

hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht).

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi
hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat.
Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in
Savage, mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam
keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi

bahwa hukum juga berperan p